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Abstrak
 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok

PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta serta melihat keselarasan implementasi kebijakan

pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dengan asas-asas

pemungutan pajak yang ideal. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post-positivisme dengan

menggunakan metode kualitatif yang memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu implementasi

kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum optimal dalam

upaya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada kondisi perekonomian

sedang resesi akibat adanya pandemi Covid-19 serta meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang disebabkan

karena jangka waktu penyusunan dan implementasi kebijakan yang cukup singkat. Hal hal ini terlihat masih

meningkatnya jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang belum melakukan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun

2020 dan juga belum mampu mengurangi jumlah tunggakan PBB-P2 serta belum dapat mencapai target

pencairan piutang PBB-P2 pada tahun 2020. Keselarasan dalam implementasi kebijakan keringanan pokok

PBB-P2 terpenuhi dalam asas revenue productivity, asas certainty, asas efficiency, asas convenienc, dan

asas simplicity. Namun Implementasi Kebijakan Pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum selaras

dengan asas equity yang berpotensi pada tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat atau wajib pajak kepada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

......This study aims to analyze the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020

in DKI Jakarta Province and see the alignment of the implementation of the policy for granting PBB-P2

principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province with ideal tax collection principles. The research approach

in this thesis is post-positivism using qualitative methods that focus on phenomena that occur in the field,

namely the implementation of the policy of granting the PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta

Province. The results showed that the implementation of the policy of providing PBB-P2 principal relief was

not optimal in an effort to assist business actors in fulfilling their tax obligations in a recessionary economic

condition due to the Covid-19 pandemic and increasing PBB-P2 revenues due to the lengthy period of

preparation and implementation of policies. quite short. This can be seen from the increasing number of

PBB-P2 Taxpayers who have not paid the 2020 PBB-P2 determinations and have not been able to reduce the

number of PBB-P2 arrears and have not been able to reach the target of disbursing PBB-P2 receivables in

2020. Alignment in policy implementation The basic relief of PBB-P2 is fulfilled in terms of revenue

productivity principle, certainty principle, efficiency principle, convenience principle, and simplicity

principle. However, the implementation of the policy for the granting of the PBB-P2 principal relief is not in

line with the principle of equity which has the potential to increase public or taxpayers' distrust of the DKI

Jakarta Provincial Government.
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